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BAB V

PENUTUP

A. Késimpulan

Berdasarkan waian yang telah diberikan pada Bab 1 sampai

dengan Bab IV, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan

adalah sebagai berikut :

o

1)

Persepsi masyarakat ientang tanggung jawab dokter,

Pada umunya masyarakat berpeﬁdapat balrwa apabila dokter lala

dalam mc}aksmakar tugasnya meka i1a harus membert ganti tugi

pada pasien vaitu berupa uang sebagai gantt biaya pengobatan.

Tanggung jawab perdata dokter praktik atas wanprestasi

D:'ﬂam menjalankan profesinya seorang dokter tidak akan lepas dari

kesalahan. profesional , baik karena wanprestasi maupun karena

perbuatan\ melawan  hukum, maka vyang bertanggung J&\Vab

sepenulinya adalahh dokter praktik yang menyebabkan kerugian

kgpada pasien terseout.

Hal-hal yang muncul datam pelaksanaan perjangian penyembuhan.

a. Ketidak seimbangan dalam melaksanaken pem‘oerian informasi
dan T’)f’mbb""“ keputusan dalam pelaksanaan tindakan medik

karena pasien beracda dalam pihak yang lemah.



b. Dokter menurut hasil pengamatan tidak melaksanakan isi
kontrak karena di sini adanya pembedahan yang tidak sesua:

dengan semestinya.

B. Sarap-Saran

Berdasarkan uraian yang telah diberikan dari Bab I sampai Bab

1V, dan kesimpulan maka dapat diambil beberapa saran-saran sebagai

berikut :

1.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tuntutan
gantt rugl, maka scharusnyalah seorang dokter praktik membuat
perselujuan atau perjanjian secara tertulis terlebih dahulu, agar
kedudukan para pihak jelas dan menjamin kepastian hukum apabila
adanya tuntutan atau gugatan dari pinak yang merasa dirugikan, di
samping itu juga pihak dokter harus memberikan informasi kepada
g sejelas-;elasnya tontang penyakit vang diderita pasien
dan kema\'nuk’inan—ker:.ur.g'kinan yang teijadi setelah dilakukan
pengobatan atau penyembuhan.

Untuk depat menjaga hak dan pasien vang membutuhkan

pertolongan dari dokier dan juga unt
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i seorang dokter
yang wmemberikan pengobatan  agar dapat  dengan  tenang
111éijalankaz‘l profasinya, maka pemerintah seharusnya mengeluarkan
prqdu‘x(—pmduk huium yang berkattan dengan hal tersebut.

Di samping karena hukum kedokteran merupakan hukum yany baru.



